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I. UMUM 

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna 

menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak 

pada Badan Informasi Geospasial sebagai salah satu sumber penerimaan 

Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat. 

Badan Informasi Geospasial telah memiliki jenis dan tarif atas jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi 

Geospasial. Namun, untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas 

jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Informasi Geospasial, 

perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial dengan 

Peraturan Pemerintah. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “produk informasi geospasial 

tematik” adalah produk informasi geospasial tematik yang 

dihasilkan oleh Badan Informasi Geospasial sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 
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Pasal 4 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” antara lain 

kementerian/lembaga, pemerintah daerah, institusi pendidikan 

dalam negeri, dan institusi penelitian dalam negeri.  

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “hanya 1 (satu) kali” adalah 1 (satu) kali 

untuk jenis produk yang sama. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “pihak yang bekerja sama dengan Badan 

Informasi Geospasial” adalah pihak yang membantu menjualkan 

produk informasi geospasial agar menjangkau masyarakat luas, 

antara lain berupa sentra peta yang ada di perguruan tinggi dan 

pemerintah daerah. 

Ayat (2) 

Cukup jelas.  

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 
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